an tujuan nasional yang

dihadapkan pada per-

kembangan lingkungan strategis
bagi global, regional maupun na-

sional terdapat beberapa potensi -

tantangan, ancaman, hambatan
dan gangguan (TAHG) terhadap
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara, baik bi-
dang politik, ekonomi, budaya

maupus pertahzman dan keaman—

alam proses. pencapai-

an oleh sebab ity kewaspadaan nasional
menjadi sangat perlu diingkarkan agar.
potensi TAHG tersebut dapat diantisipasi
sehingga tidak mengganggu stabilitas

- nasional.

Kewaspadaan nasional merupakan suatu
sikap dalam hubungannya dengan nasio-
nalisme yang dibangun dari rasa peduli
dan rasa ranggung jawab seria perhatian
seorang warga negasa terhadap kelangsung-

an kehidupan bermasyarakat, berbangsa




- ;-dan bernegara dam' suatu_ gotensx
' '-.'cam:m Untuk 1{_ d1periukan_' "_uat_
' kuahtas ;keszapan -dan keszagaan :

.dimihk_[::'“- e e

o rnampu mendetcksz,

- potensi ancaman ferhadap-

Kesatuan Republik Indonesia.

Kewaspadaan nasional juga dapar di-
artikan sebagai manifestasi kepeduli-
an dan rasa tanggung jawab bangsa
indonesia terthadap keselamatan dan
keutuhan bangsa / NKRI. Oleh ka-
rena itu kewaspadaan nasional harus
bertolak dari keyakinan ideologis dan
nasionalisme yang kukuh serta perlu
didukung oleh usaha-usaha peman-
rauan sejak dini secara kontiniu ter-
hadap berbagai implikasi dari situasi
serta kondisi yang berkembang baik
di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu yang perlu diwaspadai be-
lakangan ini dan sehubungan dengan
pelaksanaan demokratisasi adalah tin-
dakan kejahatan terorisme. Meskipun
1su atau tindakan terorisme belakang-
an ini sangat menurun dibandingkan
kurun waktu tahun 1999 - 2005,
namun tetap perlu diwaspadai, sebab
tindakan kejahatan terorisme tidak
mengenal ruang dan waktu, artinya

s dmngkatkan, khus.usnya .n.lenjeiang-f_f:

< ¢ danj pasca pem:iu 2009 scbagai w J
- mengantislpasz___ | ;
: --sejak dmi dan mc_lakukan"-?-aksl pen—'-"':--

.:.'-:cegahan berbagai_ bentuk dan swat; =i

pelaksanaan demokratisas :

egara
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ndonesm dengan p03131 strai:egis yang

mempunyai sumberdaya kekayaan -
alam yang melimpah dan memiliki
keragaman suku, budaya, agama ser-
ta masa transisi pelaksanaan demo-
kratisasi merupakan kondisi yang
rawan terjadinya konflik, jika hal ini
tidak diwaspadai dan diselesaikan
dengan baik, maka konflik akan se-
makin meluas dan terbuka, dan da-
pat menjadi cikal bakal terjadinya
tindak terorisme.

Banyak sekali definisi tentang tero-
risme. Sekalipun demikian secara
universal (Black, 2006) dapar dike-
mukakan bahwa: Ges of terrorism ”
means activity that involves a vzo[ent
act or an act dangerous to human life
that is a violation of the criminal laws
of any state or that would be a crimi-
nal violation if committed within the
Jurisdiction of any state and appedrs
to be intended: (1) to intimidate or
coerce a civilian population; (2) to
influence the policy of a government
by intimidasion or coevcion; or (3) to
affect the conduct of a government’:
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i dideﬁmsikan sebagai : segala perbu—

N deak ?i&e:ma. 'té'rorism..e (Pasal 6

s/d Pasal 19) yang mencakup: de-
-:ngan senga}a menggunakan keke-
~“rasan atau ancaman kekerasan me-
nlmbulkan suasana teror atay 1asa

takur terhadap orang secara melu-
~as; sama tetapi delik formil (ber-

maksud); kejahatan, penerbangan
dan sarana penerbangan; kejahat-
an-senjata api, amunisi, bahan
peledak; penggunaan senjata kimia,
~biologis, radiologis, ‘mikroorga-
nisme, ‘radioaktif arau kompo-
nennya; pengumpulan dana untuk
terorisme; mengumpulkan harta
kekayaan; memberikan bantuan
artau kemudahan untuk terorisme;
merencanakan atau menggerakkan;
permufakatan jahat, percobaan
atau pembantuan; di luar Indone-
sia memberikan bantuan; tindak
pidana korporasi;

+ Tindak pidana lain yang berkait-
an dengan tndak pidana teroris-

- Dalam '=-;-Hukum Posmf Indonesxa'-f; : me (Pasal 20 s/d Pasa_l 24) menea- -
E "--:'(Perppu No. _:1/2002 Jc) UU No 15

- ":kup dengan kekerasan atau .an- o
. tahun 2003) tindak pldana terrorisme .

'-._-:caman kekerasan melakukaﬁ “054:}5_ i
struction. of justice”; kesaksian dan
B '-:_ﬁ_'ialat/ba:ang bukti. paisu, menntangl_'f; L

e _=_;}peny1d1kan, PR D e T

: '..--'Bcrbigar'a '_tentang [inda_l_(#n.-.ﬁ!::@r_ér_isj:-_:__ o
~me, kita harus dapat mendefinisikan -~

dan mengklasifikasikan tindakan te-

rorisme itu sendiri. Apakah itu me-
mang. benar tindakan kejahatan te-
rorisme-atau tindakan kriminalitas
murni, untuk itu kita harus dapat
membedakannya. Pada kesempatan ini
saya mengutip definisi dari Badan
Intelijen Pertahanan Amerika serikat
yang menyatakan: Any kind of va-
lence or use of force by and body for
any purpose other than a declared war
that included kidnapping, assassinat-
ing, blowing wp airplanes, hijacking,
tossing bomb into markes, places and
movie theathre, irrespective of their
motivation. Selanjutnya CIA menya-
takan : the threat or wuse of violence
for political purposes by individuals or
groups, whether acting for, or in opin-
ion to, established governmental author-
ity, when such actions arve intended to
shack or intimidate a target group wider
than the immediate victims.

Kemudian mengenal {ip@logi feroris-




- me, banya_k sekah yang ‘telah meru-
‘miuskan. Salah satu yang dapat dike-
mukakan adalah’ t1p010g1 yang: diru-
-muskan oleh mztzanal advzso;y com-
_ '___mzttee ( tbe rqpoﬁ af t/ae ms/e fame on
' 'dzsorders and terrorism, 1996) yang

_ mengemukakan berbagai tlpoiogl yal-_

w sebagaz berlkut :

1. Political 'térroﬁsm," hal ini menca-
kup perilaku kriminal yang dila-
kukan dengan kekerasan yang ‘di-
desain terutama untuk menimbul-

“kan kerakutan di lingkungan ma-
“syarakat dengan tujuan polids.

2. Non-political terrorism, bentuk re-
forisme ini dilakukan baik untuk
tujuan-tujuan maupun keuntrung-
an pribadi, termasuk disini akti-
vitas kejahatan terorganisast (or-
ganized crime).

3. Quasi terrovism, tipe inl menggam-
barkan aktivitas yang bersifat in-
sidental untuk melakukan kejahatan
kekerasan yang bentuk dan cara-
nya menyerupal terorisme, tetapi
meskipun demikian tdak mem-
punyai unsur essensial. Dalam ka-
sus pembajakan udara atau penyan-
deraan misalnya, para pelaku lebih
tertarik kepada uang tebusan (van-
som daripada motivasi ideologis.
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4. I,imited polz'tz'cal terrorz'sm, tipe. in’i'_ﬁ
‘me. ysmcr ddakukan untuk tu}uan..
atau motif politik, tetapi tidak me-

~rupakan bagian ‘dari suatu kam—.;__

‘panye bersama untuk: menguasai

“ pengendalian negara, contchnya:
adalah perbuatan teroris yang ber-

- sifat pembunuban balas dendam
(vendetta-type executions).

5. Officizl or state tervovism, hal ini
terjadi di suatu bangsa yangta-
tanannya didasarkan atas penindas-
an dan menumbuhkan rasa keta-
kutan yang menjurus pada ting-
katan atau proporsi teroristik.

Berdasarkan uraian definisi dan ti-
pologi terorisme tadi, bahwa tero-
risme pada dasarnya merupakan sua-
tu aksi yang bertujuan untuk menye-
bar intimidasi, kepanikan dan keru-
sakan di tengah masyarakat. Aksi-aksi
ini dapat dilakukan oleh individu,
kelompok yang berseberangan dengan
pemerintah / negara atau beraksi atas
nama individu atau kelompok. Te-
rorisme dapat bersifat lokal dan in-
ternasional, tergantung kepentingan
yang mendasarinya. Alksi-aksi teror
tentut tidak dilakukan tanpa sebab-
sebab yang mendasarinya, beberapa
faktor yang dapat menjadi akar pe-




i --n}’ebab imnd_ak kekcrasan para terom'  penanganannya memeﬂukan kegasa-

| .::kond;SL obyekuf Dikatakan sebagal. '
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| -_::_..'-Bahkan 1mplementasy
. litik yang tidak mengakomociam ke-
“ham absolut (nyawa, badan, ‘harta

benda); o
Terrorisme selalu .menciayagﬁnakan o '

" vidu sebagai ; warga’ negara, yang te-

lah diatur dalam peraturan pemndang
_ -undangan dapat juga ‘menimbulkan
suatu konflik yang lambat laun akan
berahh pacia suatu tmdakan terons—

Tuj u_ari ‘akhir terorisme adalah poli-
tik dan ‘merupakan ciri dasar yang
selalu hadir ‘secara *konsisten. Tero-
risme selalu dimuati ‘oleh -perasaan
sakit-hari ‘yang ‘mendalam mengenai
suatu - ketidakadilan yang dirasakan,
namun tidak mampu dilawan secara
terbuka. ‘Ketidakadilan-itu bisa da-
lam bentuk ketidakadilan sosial atau-
pun ekonomi, namun yang selalu
dilihat adalah penguasa pohmk atau
sistem politik.

Tindakan terorisme merupakan ke-
jahatan luar biasa dan dapar digolong-
kan dalam kejahatan kemanusiaan
yang mengancam perdamaian dan
kearnanan nasional maupun interra-

sional untuk itu perlu diberantas, dan

kébi}akan po—; .

"."'pentmgan kelompok maupun ‘indi-

'_j extmom’mmy crzmes karena T

o Melakukan kekerasaﬁ atau ancam-. o
an kekcrasan yang membahayakan i

“prinsip “random targer” atau “in-
discriminate or non-selective target”
-~ «dengan semboyan “righteous homi-
cide Justifies killing innocents”;
Mendayagunakan sistem jaringan
(networking) baik nasional ma’upun

internasional;

“Menggunakan alat-alar komunilasi

modern dan senjata-senjata yang

potensial dapat memmbulkan ba-

‘nyak korban;

Sangat berbahaya terhadap buman
security’s

Didominasi oleh peranan “non-siate
actors’;

Dilandasi oleh motivasi politik
radikal atau atas dasar radikalis-
me/ekstremisme agama yang sem-
pit dan disertai militansi yang ting-
gis

Berkairan dengan kejahatan lain se-
perti pencucian uang, perdagang-
an senjata, narkotika, uang palsu,
cyber crime dll;




£ “dymzmzc, unpredzctable

diverse _-;_(Beraneka ragam) ﬂuzd

cair/berubah ubah), networked
zsz comtant{y evolving’s

° Merupakan bahaya terhadap pep
od: “risme- harus dilakukan ‘dengan |

dama_tan dan keamanan mternasm-

ecurzty)

KQ_ﬁSEkueaSj. menganggap . terorisme
sebagai: kej ahatan luar biasa adalah
kehgir'usan.-: diciptakannya upaya luar
biasa’ (extraordinary. measures). dalam
perang .terhadap ‘terorisme, seperti
pi_d_aria minimum khusus, depoliti-
sasi tindak .pidana, alat bukti elek-
tronik; penggunaan laporan intelijen
untuk memperoleh bukti permulaan
yang cukup; 7 x. 24 jam penangkap-
an; pemblokiran harta kekayaan ;
menyita surat kiriman atau melalui
pos; tindakan penyadapan telpon atau
alat komunikasi lain; keputusan in
absentia.

Namun dalam pasal 2 terap diatur
apa yang dinamakan “safe guarding
rule”, bahwa dalam pemberantasan
tindak pidana terorisme harus dila-
kukan dengan tetap menjunjung ting-

gt hukum dan HAM, tdak bersifar
diskriminatif, baik berdasarkan suku,

agama, ras maupun antar goiongan.

] al___ t/yreat w0 mfematzoml peczce tzmz’ _
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Perlu kiranya dikemukakan. apa yang
dlsampa:lkan oleh Koﬁc Annan (2(} __4)

sewaktu menjadi_ sekjen pbb,: yang

kemudian menjadi pedoman interna-
smnal bahwa penangguiangan tero— -

dekatan com_prehemwe stmtegy’ b 'g .

mencakup

1) Dissm_z;ion, working to revers_g:- the
canses or facilitators of terrorisna, zn—
cluding through promoting sosial
and. political rights, the rule of law
and. democratic reform; working 1o
end occupation and address major
political grievances (keluhan), com-
bating -organized crime; reducing
poverty and unemployment; and
“stopping state collaps;

2) Effort-to counter extremism and in-
tolerance, including through educa-
tion and fostering public debate, in
this regard, in response to radical
imams who declare terrovism a.ve-
ligions duty, we can publisize the
contrary staiements of moderate Is-
lamic religious leaders who regard
the killing of innocents civilians as
a violation of the koran and the
sharis;

3) Development of better instruments
for global counter terrorism coopera-
tion, all within a legal framework
thar is respectful of civil liberties and
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bumzm mgéazx : 'mclz/dmg in z'/ae ar-
eas of law eﬂfércemenf zfzfellzgence

sbarmg wbere paﬁzb[f denml and .
?zz‘erdzcrzon (lzznzngan) wberz re~- _
'__mengutamakan promom dan perhn-j'_: RS

_quzm:i cmd ﬁmmc'zal w?ztmlr

gy uzldmg-;-smre csngczty 'z‘a prevem'
terrorist ; recmmnmt and opemtzon, . |
a - i & | -bereksprem, menghormati keberada- -

= 5) Canﬁm[ éf dangemm maz*erzcziv emd
publzc bedlt/a de ence. :

Pendapat tersebut sangat baxk ka.re-
na ancaman terorisme bukan sema-
ta-mata bersifat nasional. Karakrer
transnasional memerlukan respons
transnasional. Yang perlu diperhati-
kan adalah bahwa mengalabkan te-
rorisme ‘juga ‘memeriukan kerjasama
untuk ‘mengalahkan ideologi dan
sebab-sebab lain ektermisme. Pene-
kanan pada sisi keamanan semata-
mata hanya akan mengurangi ancam-
an, tetapi tidak mengeliminasi keke-
rasan untuk it di samping kewas-
padaan juga perlu dikembangkan
kebijakan kriminal, baik yang bersi-
fat preventif maupun represif secara
sistematis dan bersifat komprehensif.

Dengan peningkatan kewaspadaan
nasional diharapkan dapat mengan-
tisipasi tindakan terorisme sehingga
stabilitas politik khususnya dalam
pelaksanaan pemilu 2009 terap kon-

s

: du51f Khusus mengenai kewaspa&a-.--"f
-an naszonai dan s{abihtas pohmk

'hendaknya selalu ditafsirkan dalam
3 kerangka kehldupan demokras1, yang

~dungan han; supremast hukum, ke—'_'_'-‘-_:---:

'__bebasan bersenkat, berkumpul dan i

an’ masyarakat madani dli., sehmgga
terhmd_ar dari t_ud_uh_an dﬂaku_kanny,a_

“official atay state crime” sebagaima-

na terjadi di masa lalu, dan menjadi
pembenaran terhadap “crimes againsy
government. . '

Bagi indonesia definisi terorisme
diartikan dalam arti luas, dengan
asumsi bahwa Indonesia sebagai ne-
gara yang demokratis melawan tero-
risme bukan karena dikendalikan
kekuatan asing, tetapi semata-mata
menjalankan pelbagai resolusi Dewan
Keamanan PBB, di samping menga-
lami sendiri betapa beratnya menja-
di target atau ajang terorisme berka-
li-kali. Dalam pengertian ini teroris-
me diartikan sebagal “intentionally
targeting non-combatants with lethal
or severe violence ﬁir po[z'tz'ml purposes” .

Indonesia sama sekali tidak dapat
menerima justifikasi terorisme atas
casar pengertian terorisme dalam arui
sempit sebagal “practiced by members




- of small or weak gmuﬁ that "léck t/ae_

. f-'cczpzzczz{y t0 ﬁeld an army. and. engage

_in wm*ﬁzre ‘yang d1praktzkkan di
o "Wilayah mdonema sebagal negara:de- |
N '_____'jmokrasz apalag1 dengan korban-kor~ o

e - ban orang yang ridak ’Derd()sa Sel«:a—

. ._:;lipun dem}.klan mdonesm sangat mea-_.

' '.nentang penlaku negara—negara besar- '

R yang bertentangan dengan prinsip
demokrasi dan hukum internasional
serta berstandar ganda, yang memi-
cu-terjadinya kekerasan, seperti yang
terjadi. di Palestina. Di wilayah-wi-
layah pendudukan rerjadi polemik
antara kualifikasi teroris dan pejuang
kemerdekaan. Bagi indonesia sendiri
terjadi kriminalisasi yang bersifat
depolitisasi, dan semara-mara dida-
sarkan atas proses viktimisasi yang
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'. bermfat random yang: mengandung
'bahaya terhadap buman m‘urzty

'Oleh karenanya dllandam rasa. tang-
gung Jawab seiaku putra bangsa maka:_ _

"klranya men}adi pemzklran kira et-

sama untuk menemukan gagasan pe-
mikiran strategis guna ' iaenmgkat—
an . kewaspadaan .nasional - guna
mengantisipasi tindak  terorisme
dalam rangka stabilitas politik” se-
hingga sangat diharapkan adanya sa-
ran dan pendapat ataupun masukan

dari berbagai pihak. .+

Semoga Tuhan Yang Maha Esa se-
nantasa melindungi kira dalam me-
laksanakan pengabdian kepada Bangsa
dan Negara Republik Indonesia ini.Cd




